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PENYELENGGARAAN PER’I‘ANIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ’I‘UHAN YANG MAHA ESA e
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‘ Menimbang’ A bahwa Kabupaten Karanganyar berada pada w1Iayah yang " f{v o

}”:‘Fmemlhkl kond1s1 geograﬁs geologxs hldrologls dan

,zjv{‘._“.‘-_demograﬁs yang mendukung potensi d1 bldang Pertaman '5.7"-'- .-

‘b, ,bahwa ketahanan Pangan harus;_: dlupayakan dengan

""-pengembangan Sektor Pertanlan yang strategls dan;v_"‘iff.:_‘:

perekonorman -

;:”}:v‘f:v:,::"fmenghasﬂkan mlal tambah :';‘bagl | i
-v",z,"'rnasyarakat dengan menentukan sektor ungglﬂaﬂ dan .
"strategl pengembangan Pertaman serta Perlmdungan danf v

o Pemberdayaan Petam dl Daerah

o c ',,‘:’v,,.:,-bahwa tantangan Pengembangan sektor ) Pertaman’f ' .‘  ':"  '
L 'semakm kompleks dengan adanya perubahan xkllm yang_;‘ R

- rentan bencana dan tlngglnya ahh fung31 Lahan Pertamani-,:_ﬂf S

ke Y,id Pertaman ’, membutuhkan pengaturan'}‘}.j E SN

Y 'ipenyelenggafaa“ Pertama" yang Jelas

N : d bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalrnana”?; ..;
’.‘.','dxrnaksud dalam huruf a, }huruf b dan huruf c, perlu
o ':menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan_i_j;.f" |

v i:'Pertaman Dderah




o Mengmgat .v'[:.v-,,r»Pasal 18 ayat (6) Undang~Undang Dasar Negara Repubhk S

iIndonesu‘:l Tahun 1945;

.‘f'}'Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 J'tentang
v “’Pembentukan Daerah Daerah ’ Kabupétén . dalam
' "'  ..;_f'ngkungan Prov1r151 Jawa ’I‘engah | B
o f»__Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasrf N
S 'Sumber Daya AIam dan Ek031stemnya (Lembaran Negara
: " Repubhk Indonesm Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indones1a nomor 3419) ,
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang"_.'-v
Co Perhndungan Varletas ’ Tanaman (Lernbaran Negara :
e Republik Indone31a Tahun 2000 Nomor 241 Tambahdn’ »
"“"-iv.'Lembaran Negara Repubhk Indonesaa Nomor 4048) ;
'_'f,‘:”}’sebagal ana telah dlubah beberapa kali terakhxr dengan L 'ﬁ 1
:Undang Undang Nomor Il Tahun 2020 tentang Clpta_."'
,Kerja (L mbaran Negara Repubhk IndonCSIa Tahun 2020 . _
vNomor 45 Tambahan Lembaran Negara Repubhk e
- ',-Indonema Nomor 6573),:; R L
» . “Undang Undang Nornor 16 Tahun 2006 tentang Slstern
Penyuluhan Pertaman Perlkanan, dan Kehutanan " o
| (Lembaran Negara Repubhk Indone&a Tahun 2006    o
. ﬂf.f;_Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republlk' '
.vi‘"Indonesm Nomor 4660) B , ,
| : : ..”_Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang R
: Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
| Indone31a Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan lembaran' 1 h
| Repubhk Indone31a Nornor 4723) o . .' T
= Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang =

o Perhndungan Lahan Pertaman Pangan Berkelanjutan '

. (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2009
Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Repubhk;--v
Indonema Nomor 5068] sebagalmana telah ~diubah -
beberapa kalx terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 11 .
s Tahun 2020 tentang Clpta Ker_]a (Lernbaran Negaraff“' |

- Repubhk Indone&a Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan‘ o

Lembaran Negara Republlk Indonesua Nomor 6573), L



10.

11,

Updang Undang ‘Nor_n'or 13 "}’:I‘ahun 2010 tentang‘
Hortikultura (Lerhbaran Negara Repﬁblik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara :
Republik Indonesxa Nomor 5170) sebaga1rnana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta'Kérjé' (Lefnvb’aran
Negara Republik Indonesia Tahli_n 2020 Nomor 245,
Tambahan . Lembaran Negara 'S'_Republik Indonesia -
Nomor 6573); I
Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
[Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2012

~ Nomor 227 Tambahan - Lernbaran Negara Repubhk_

Indonesia Nomor 5360) sebagalmana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 :

'Tahun 2020 tentang Clpta Kerja (Lernbaran Ncgara»'

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);' " |
Undang-Undangv Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pembérdayaafl} Petani (Lembaran .f |
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran - Negara 'i\Republjk Indonesia
Nomor 5433) sebagaima‘n’aj telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020

| tentang Clpta Kerja (Lembaran Negara Republlk Indonesia

Tahun 2020 ‘Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara"
Republik Indonesia Nomor 6573); | ’ ‘
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah '(Lembarah' Negara Republik

" Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran _

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan

Unda_ng-Undang Nomor ‘1_1'Tahun 2020 tentang Cipta
" Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republlk

Indonesia Nomor 6573),



s ey s ——

12

13,

Undang Undang Nomor 39 - Tahun 2014 tenfang

Perkebunan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

~ Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara‘

Republik Indonesia Nomor 5613} scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran}.
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 2435,

Tambahan = Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Nomor 6573);

Undang—Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuran31an (Lembaran Negara Repubhk Indones1a

. Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5618);

14. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber

Daya Air (Lembaran Negara ' Republik Indonesia

' Tahuh 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara

Republlk lndonesxa Nomor 6405) sebagaimana telah
diubah ‘beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran .
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

15.

| Budi Daya Pertanlan Berkelanjutan (Lembaran Negara_-'

‘Nomor 6573),

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem

‘ _Republxk Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan

. Lernbaran Negara Republik Indonesxa Nomor 6412)

16,

sebaga1mana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indone51a Tahun 2020
Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republlk
IndoneSIa Nornor 6573) , ,

Peraturan Pernermtah Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Perlmdungan 'I‘anaman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lcmbaran

Negara Repubhk Indone51a Nomor 3586),



[

F Peraturan Pemermtah Nomor 44 Tahun 1995 tentang‘: e

Perberuhan Tanarnan (Lembaran Negara Repubhk“'

" Indone31a Tahun 1995 Nomor 85 Tarnbahan Lembaran

L ";‘Negara Republlk Indone31a Nomor 36 16)

R . ‘ -18';; Peraturan Pernermtah Nomor 8 Tahun 2001 tentang v

e Pupuk Budldaya ’I‘anaman (Lembaran Negara Repubhk

”'j“uPenetann dan Allh Fung51 Lahan Pertanlan Pangan

‘ Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negarav
I Repubhk Indoneswx Nornor 5185)
o2l

o jInsent1f Perllndungan Lahan Pertaman Pangan e

':":,‘".}Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara",;",‘ e

" Indonesm 'I‘ahun 2001 Nomor 14 'I‘ambahan Lembaran‘
e " Negara Repubhk Indoneswl Nomor 407 9% |
19, vPeraturan Pemerlntah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat

B dan Mesm Budldaya Tanaman (Lembaran Negara'
".v'vRepubhk Indoneswt Tahun 2001 Nomor 147 Tambahan _' o

. : i'_" "::;’ Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4157) e
Lo ."_’Qf(‘),-yPeraturan Pemermtah Nomor 1 Tahun 2011 tentang_ o

‘Berkelan_]utan (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa: :

; Peraturan Pernermtah Nomor 12 ’I‘ahun 2012 tentang'y;._‘ :

| i.b_l}Berkelan‘]utan (Lernbaran Negara Repubhk Indonesua”‘:v

- Repubhk IndoneS1a Nornor 5279),

L 'sttem Informas1 Lahan Pertaman Pangan Berkeianjutan’ ,_:   |

s (Lembaran Negara Repubhk Indone&a Tahun 2012"“

E '?:,Berkelanjutan {Lernbaran Negara Repubhk Indonema_a‘:" S

| :"'F(Lembaran Negara Repubhk Indoneswl Tahun 2014}5

_fPeraturan Pernermtah Nomor 25 Tahun 2012 tentang -

e “NOmor 46, T ambahan Lembaran Negara Republlk : | S
Tl R ' - Indoncs1a Nomor 5283) ‘ ’

P emblayaan P erllndungan Lahan Pertanlan Pangan.“:_ o

Peraturan Pemermtah Nomor 30 'I‘ahun 2012 tentang :

Tahun 2012 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara
N S .,"‘Repubhk Indone31a Nomor 5288) » R | -
i 24. Peraturan Pemermtah Nomor 25 Tahun 2014 tentangf" a

",»‘,Pemberlan Fasﬂltas dan Insent1f Usaha Hortxkultura L -

Nomor 83 'I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk,

B F'.»Indoneswt Nornor 5532], R



- 25. Perattiran Pémerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
' Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indone31a Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indone31a Nomor 5680), ,
26, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
.Pelayanan Penzman .Berusaha. Terintegrasi Secara
| Elektronik (Lembaran Negara Republik  Indonesia
E 'I‘ahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 6215);
27. Peraturan Presiden Nomor ‘59 Tahuh 2019 tentang
. Pengendahan Alih Fung31 Lahan Sawah (Lernbaran Negara
' Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);-
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27.
v 'I‘ahurl 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
~ {Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
‘Nomor 27, Tambahan - Lembaran . Daerah  Kabupaten

Karanganyar Nomor 53); |

Dengan Persetujuan Bersama v .
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN o
r BUPATIKARANGANYAR:»,w”

. MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERTANIAN DAERAH

" BAB1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu | ;_

Umum -

Pasal 1
‘Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupatcn Karanganyar



Pemermtah Daerah adalah Bupat1 sebagaa unsur

’penyelenggara Pemerintahan Daerah yang rnemxmpm
vpelaksanaan ' urusan pemermtahan yang - menjadi o

kewenangan daerah otonorn

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemermtahan oleh Pemermtah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otononu dan
tugas pembantuan dengan pr1ns1p otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud = dalam

:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, )
Pemerintah Pusat, selanjutnya  disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republlk Ind0n681a yang memegang

-kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia -

sebagalmana dlmaksud dalam _Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonésia Tahun 1945. _

Pcmerihtah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
pcny(éienggara Pemeri‘ntahan' Daérah' yang memimpin

pelaksanaan ‘urusan pemerlntahan yang. - merx_]adl

‘kewenangan daerah otonom.,

Bupati adalah Bupatl Karanganyar

Dewan - Perwak;lan Rakyat Daerah yang selanjutnya‘
“disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Karanganyar :

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan

Urusan Pemenntahan yang men_]adl kewenangan Daerah.

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam

hayafi 'dengan bantuan teknologi,' modal, tenaga kerja,
da}vn - manajemen _untuk menghasilkari' komoditas

Pertanian yang mencakup tanaman Pangan hortlkultura

bperkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu

agroekosistem.



10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber

11.
12.

13.
14.

"15.

6.

}hayatl produk Pertaman perkebunan

kehutanan,
perlkanan petemakan peralran dan air, baik yang diolah

maupun tidak dlolah yang dlperuntukkan sebagai

‘makanan atau minuman bagi - konsumsi manusia,
: termasuk bahan tambahan Pangan bahan baku Pangan,

_dan ‘bahan lainnya yang digunakan dalam proses

penylapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan
atau minuman. _
Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalam1

pengolahan yang dapat dlkonsums‘z langsung dan/atau

yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh

masyarakat setempat sesua1 dengan potensi dan kearifan

\ lokal,

Usaha Tani adalah keglatan dalam bldang Pertaman,
muleu dari sarana produksn, produk31/ budi daya,
penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil,
dan / atau Jasa penunjang..

Petani adalah warga negara Indonesxa perseorangan

dan/atau serta keluarganya yang melakukan Usaha Tani

di bxdang tanaman Pangan, hortlkultura, perkebunan,

dan /atau peternakan ‘

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasx,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan.
hukum. | a ; | |
Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan baik yangv melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan L’}isahav yang meliputi

pcrseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

: lamnya, badan usaha milik negara ‘atau badan usaha

milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
ﬁrma, kongsx, kopera31, dana pensmn persekutuan,
perkumpulan, yayasan, orgamsam massa, organisasi
sosial politik, atau orgamsaSI lamnya, lembaga, dan
bentuk hukum lainnya termasuk kontrak 1nvesta31

kolektlf dan bentuk usaha tetap



17 Pemberdayaan Petaru adalah segala upaya untuk;

“'_ﬁ’bmenmgkatkan kemampuan Petam untuk melaksanakan e

'}v'.‘Usaha Tam yang Ieblh balk ~melalui pendidikan dan

'pelat1han : penyuluhan "da‘n_ : pendamplngan :

_‘ ’,‘pengembangan 31stem dan sarana pemasaran hasﬂ

:_Pertaman, konsollda51 dan Jamlnan luasan Lahan

 membantu Petani- dalam menghadapl permasaLahan?

- Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknolog1
dan 1nforma51 serta penguatan Kelembagaan Petam

o 18v‘,'::vaer11ndungan Petam adalah segala upaya untuk

kesuhtan memperoleh prasarana dan sarana produk31,

- .kepastzan usaha rlslko harga, kegagalan panen praktlk_

ST ekonoml bidya tmggl dan perubahan iklim.
9.

"kembangkan darl, oleh dan untuk Petanl guna o

Kelembagaan Petam adalah lembaga yang chturnbuh L

o , memperkuat dan memperjuangkan kepentmgan Petaru

20,

kepentlngan, ) kesarnaan kondisi’ llngkungan' wSosi'évl,f." o

_Kelompok Tam adalah kumpulan Petanl/ peternak/ RO

pekebun yang dlbentuk atas ‘ dasar ‘kesamaan B

. ekonomi, »sumber daya' kesamaan komodltas ’dan"v

00,

. memproduk31 komodltas Pertanlan guna memenuhl" '

' Vvvkebutuhan manu51a | secara chlh balk _dari .

" keakraban untuk menmgkatkan serta mengembangkan o

R :":,'usaha anggota i - o o

oL
vGapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani =

:: Gabungan Kelompok ’I‘anl yang selanjutnya dlsebut:':

yang bergabung dan bekerja sama untuk rnemngkatkan"v‘" |

"skala ekonorm dan eﬁ31en51 usaha

Slstem Bud1 Daya Pertaman Berkelanjutan adalah:"

pengelolaan . sumber ‘ daya B alam hayatl v; dalam o

berkesmambungdn dcnganv E menjagav s k_elcstarlén

- hngkungan hidup.
Co23.

o 'daya alam, ‘sumber daya manu51a, sarana produksx alat" o

Perkebunan adalah segala keglatan pengelolaan sumber‘ N

"'v,_'dan mesm budldaya, panen pengolahan dan pemasaran _f o

' N terkalt tanarnan Perkebunan L



24,
25.

26.

27,

28.

Prasarana Budxdaya Pertanian adalah segala sesuatu,v

yang menjadx penunjang utama dan pendukung budldaya
Pertaman '

Sarana Bud1 Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang -

dapat dipakai sebaga1 alat dan/atau bahan yang-

" dibutuhkan untuk budidaya Pertaman

Pemuliaan  adalah rangkaxan ~ kegiatan  untuk

vmempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas

~ yang sudah ada atau menghasilkan Jems dan/atau'
varietas baru yang lebih baik. |

Sistem Pertanian Orgamk yang selanjutnya dlsmgkat SPO
adalah sxstem manajemen produks1 yang holistik untuk
memngkatkan dan mengembangkan kesehatan
agroek031stem, termasuk kéragarnan hayati, siklus

biologi, dan akthtas b1010g1 tanah

. System of Rice Intensgf‘ catlon yang selanjutnya dlslngkat

dengan SRI adalah cara bud1daya pad1 pada Lahan sawah
berlrlga81 dan Lahan tadah hujan yang ketersedlaan .

airnya terjamin secara 1nte‘n31f: dan efisien dalam

'pengelolaan tanah, tanaman - dan air melalui

' Pemberdayaan Petani / kelompok tani /- Perkumpulan

29.

. 31’.;

Petani Pemakai Air / Gapoktan dan ké_arifan lokal.

Lahan édaléh bagian daratan deiri permukaan bumi
sebagai 'suatu lingkungan ﬁs1k yang meliputi tanah
beserta segenap , faktor yang mempengamhi
penggunaannya seperti 1khm, rehef aspck geologl, dan

hidrologi yang terbentuk secara alami maupun . akibat

v pengaruh manusia.
30.

Rencana Tata Ruang adalah has11 perencanaan wujud
struktur ruang dan pola ruang Daerah.

Lahan Pertaman Pangan Berkelan_]utan yang selanjutnya

disingkat dengan LP2B adalah bidang Lahan Pertanian

yang dttetapkan untuk dllmdung1 dan dikembangkan

secara ‘konsisten guna menghasxlkan Pangan ‘pokok bagi

~ kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan Pangan

" nasional.”



32.

Lahan Cadangan Pertanianv Pangan Berkelanjutan adalah "

Lahan potens1al ‘yang dlllndungl pemanfaatannya agar -

" kesesuaian dan ketersedlaannya tetap terkendali untuk

33.

' dimanfaatkan sebagal Lahan Pertaman Pangan

Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
Kawasan Pertanian Pangan = Berkelanjutan yang

selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya

- Pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki

34.

35.

 36.

hamparan Lahan Pertanian j Pangan Berkelanjutan '
dan/atau hampafan Lahan Cadaingan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi

utama untuk mendukuhg kemandirian, ketahanan, dan

“ kedaulatan Pangan nasional.

Lahan Penggant1 adalah Lahan yang berasal dari Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan tanah

| terlantar tanah bekas kawasan hutan, dan/atau Lahan

Pertanian yang dlsedlakan untuk mengganti LP2B yang
dlallhfung81kan
Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi

bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.

Kawasan. Perdesaan adalah Wllayah yang mempunyai

keglatan utama Pertanian termasuk pengelolaan sumber -
daya aIam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tefnpat- permuklman perde'saan pelayanan jasa

’ pemerintahan, pelayanan sosial, dan keglatan ekonomi.

37.

"Tanah Terlantar.adalah tanah yang sudah diberikan hak

oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna

bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar

" ‘penguasaan atas tanah yang ‘tidak dlusahakan tidak

dlpergunakan atau tidak dimanfaatkan sesual dengan

keadaannya atau 31fat dan tujuan pemberlan hak atau

- dasar penguasaannya.

38.

~diperlukan = untuk budldaya tanaman Pangan yang,

Infrastruktur Dasar adalah | seg'ala“ sestiatu :yangv

‘mehputx pahng Sedlklt sistem Irlgam Jalan usaha ‘tani,

~ dan / atau Jembatan



39.

Pelaku Usaha adalah' Setiap}Oran‘g atau Badan yang

melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan |

dan pemasaran hasil Pertanian, serta Jasa penunjang

- Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik

40.

42,

43.

44,

Indonesia.

Jalan Usaha Tani adalah praséraria tranéportaéi pada

kawasan Pertaman untuk memperlancar mobilitas alat
dan mesin Pertaman, pengangkutan sarana produksi

menuju Lahan Pertaman dan mengangkut hasil produk

Pertanian dari Lahan menuju tempat penylmpanan

tempat pengoLahan, atau pasar..
Embung adalah cekungan yang dlgunakan untuk '
mengatur dan menampung suplal ahran a1r hUJan serta

untuk menmgkatkan kualitas a1r di badan air yang terkait :

(sungal, danau}

-Perxzman Berusaha adalah pendaftaran yang dlberlkan

kepada Pelaku Usaha uptuk_me.mul}al_dan menjalankan .
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk
persetujuan‘ yang - dituangkan ~ dalam bentuk

surat /keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau

: Kormtmen

Izin Usaha adalah izin yang dxterbltkan oleh Perangkat‘ :
Daerah yang menangam Perizinan untuk dan atas nama

Bupati setelah Pelaku Usaha melakukém Pendaftaran dan

untuk merfiulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum

pelaksanaan komersial atau operasional dengan

- memenuhi persyaratan dan /atau Komitmen.

Pupuk adalah bahan kimia anorgamk dan/ atau orgamk

* bahan alami dan / atau sintetis, organisme dan / atau yang

telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur

| hara bagi ’l‘anaman, batk secara 1angsung maupun tidak

45.

. dlgunakan  untuk o rnemperbanyak dan/atau

langsung.

Benih Tanaman adalah Tanaman atau bag1annya yang -

o ‘mengembangbxakkan Tanaman



47,

48.

49,

46 Pestlslda adalah semua zat kimla dan bahan lain serta‘;

jasad renik dan v1rus yang dlpergunakan untuk:

a. memberantas‘ atau mencegah hama-hama dan

penyakit yang merusak tanaman, baglan bagxan o

tanaman atau hasil Pertaman, ’

b. memberantas rerumputan;

c. mematikan daun dan mcncegah pertumbuhan yang

tidak diinginkan; _

d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman
atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk Pupuk;

e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada
hewan hewan plaraan dan temak

f. memberdntds atau mencegah hama hama air;

g. memberantas atau mcncegah,blnatang-bmatang dan

| jasad-jésad renik dalam rurhah tahgga bangunan dan

dalam alat-alat pengangkutan, dan/atau » |

h. rnemberantas atau mencegah bmatang bmatang yang
dapat menyebabkan pcnyaklt pada ‘manusia atau
binatangvyang perlu dilindungi dengan Penggunaan
pada tanarrian tanah, dah air. |

Inokulasi adalah pemblakan bakten }pada suatu

perbemhan | | N

Sertlﬁkam adalah prosc,dur d1rnana lembaga sertlﬁka31

pemerintah atau lembaga. sert1ﬁkas1, yang diakui oleh

pemerintah, memberikan jaminan‘ tertulis atau yang

~ setara bahwa Pangan atau SlStem pengendahan Pangan

sesuai dengan persyaratan yang dltentukan

Bencana adalah penstlwa atau rangkaian perxstlwa yang
mengancam dan = mengganggu kehldupan dan
pengh1dupan masyafakat yang dxsebabkan baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor‘
manu:ﬂa sehingga mengaktbdtkan tlmbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, keruglan harta benda,_'

dan da}mpak psikologis.



~50.

S1.

- 52,

33.

54.

- 55.

.56.

Mltxgam adalah serangkaxan upaya untuk mengurangi -

' risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun

penyadaran dan penmgkatan kernarnpuan menghadapi
ancaman bencana. - '

Pola Tanam adalah usaha penanaman pada sebldang
Lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan
tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa

pengolahan ‘tanah dan ‘masa tldak d1tanam1 selama

periode tertentu.

“Insentif LP2B adalah pembenan penghargaan kepada

Petani yang- mempertahankan dan tidak
mengahhfung51kan LP2B. | |

.Gantu'ugx ‘adalah pengganuan terhadap keruglan baik

bersifat fisik dan / atau nonfisik sebagal akibat pengadaan. |

tanah kepada yang mempunyal tanah, bangunan,

tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan

“ dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan

hidup yang lebih baik dari tingka't kehidupan sosial
ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah

Sistem Informasi LP2B adalah kesatuan komponen yang
terdiri atas_ kegxa;an yang meliputi penyediaan data, k
penyeragarhah,' ' penyimpanan ~ dan  pengamanan,
pengbLahan, pemb}uatan‘ produk Informasi, penyampaian
produk lnformvasi dan penggunaahﬂln-formasi yang térkaitv
satu sama Iain, déri penyelenggaraan mekanismcnya pada
Perlindungan LP2B | o -

I\onservam adalah pengelolaan sumber daya alam hayau
3ang pemanfaatannya dllakukan secara bijaksana untuk
menjamin kesmdmbungan persed;aannya dengan tetap -
memelihara dan me_nambahkan kuailitas keanekaragaman
dan nilainya. I |
Optlma31 Lahan Pertaman ‘adalah usaha rnenmgkatkan
pemanfaatan sumber daya Lahan yang sementara tidak - :
diusahakan atau IP rendah men_]adl Lahan usaha tani
yang lebih produktlf melalm perbaikan ﬁmk dan kimiawi

tanah serta bantuan sarana dan prasarana lainnya dalam -



: menunjané‘ peningkatan» areal tanam dan atau indeks
pertainarﬁén (1P). A ) |

57. Asuransi Pertaman adalah perjanjlan antara petam dan

" pihak perusahaan asuransi untuk rneng1katkan diri
~ dalam pertanggungan r131k0 usaha tani. - ”

, 58.v Tanggung Jawab Sosial ;Pcrusahaan yang seianjutnya
disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab sosial yang
melekat pada setiap perusahaah untuk tétap menciptakan

o hubungan yang serasx dan selrnbang sesuai dengan n1la1,

norma, budaya masyarakat setempat dan hngkungan._ '

Bagian Kedua

RUahg Lingkup

. Pasal2 B
Ruang liri'gkup_ Peraturan Daerah ini méliputiﬁ
kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah;
perlindungan dan Pember‘d‘ayaan' Petani;
ketersediaan Lahan Pertanian; = | |
pengcfnbangan Prasarana 'Pertar'lianf;
~pengawasan penggunaan Sarana Pertanian;
pengembangan SPO |
: pengendahan dan Penanggulangan Bencana Pertaman, o

Asuransi Pertanian;

PR oMo e gop

—
.

Pertanian berkelanjutan, - |
J perlzman Usaha Pertanian d1 Dderah
k. Pangan; | |

l. sistem 1nforma31 Pertaman

m. peran serta Masyarakat,

n. larahgan; dan’

o. Sanksi Administrasi.



e BAB II cod R
. KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

R Pasal 3 o
T j-_;’:‘_(lv:)f' Pemermtah Daerah berwenang untuk E N
S a mengatur mengembangkan dan mengalokamkan o

’ Lahan Pertaman dan sumber daya alr, | |

b Pengembangan prasarana Pertaman, o

o ‘melakukan v pengawasan penggunaan ‘Sarana RS

. ,‘,‘-vPertaman, . o N I |
. | d pengawasan mutu dan peredaran Benlh dalam A
":"’Daerah L e T S

o e pengendahan penyedlaan dan peredaran Benlh

o ::wﬂayah Daerah “ E |
- 'Pengendahan d&}‘ penanggulangan be_ncaha. g

_‘ Pertaman,
SR usahanya dalarn Daerah
el i,';_penerbltan izin usaha produk51 Bemh

o i 'memberikan penyuluhan dan pendampmgan

o penurunan daya samg, dan

R mengaloka31kan anggaran

L sebagalmana dzmaksud pada ayat (1) bertugas untuk

= manusm dan surnber daya buatan,

- b. rnelaksanakan konsohdas1 Lahan Pertaman, R

o 1ahan Pertaman,. o

©Pertanian; - .

-*-»f'ﬂf,A',':‘penyedlaan Bemh yang Sumbernya berasal darx: o
h . penerbltan 1zm usaha Pertaman yang keglatan o S

 ‘  ; 'Zk.:"”deregulam kebuakan yang berdampak pada P

' H:-*_»(Q).f'-Pemermtah Daerah berdasarkan kewenangan: |
o a menetapkan kawasan Usaha Tam berdasarkan ,
o _'kondm dan poterm surnber daya alam sumber daya R
o melakukan perluasan : 1ahan Pertaman melalui'ﬂ;

"»"j:":penetapan 1ahan terlantar yang potenmal sebagal - 'b

Cod “."'_menyedxakan dan/atau mf;%n'g_éldla” ~ prasarana | o



e rnernberlkan kerlnganan Pajak Burru dan Bangunan
bagi Lahan Pertaman produktlf yang diusahakan
. secara berkelanjutan P
f. mewujudkan -fasﬂltas pendukung' ‘pasar hasil
Pertanian; _ B "
g .menyelenggarakan pendldlkan dan pelatlhan kepada
Petani;
h. memfasilitasi penyuluhan dan pendampmgan bagi
Petani; N
1. mengembangkan SlStCn’l dan sarana pemanfaatan o
 hasil Pertaman '
iR ’menyelenggarakan promosi pemanfaatén ‘hasil :
’_ Pertanian;v | - o , ‘,
k. membangun = sistem v-.infor-rnasi Pertanian = bagi
_masyarékat; . : o |
1. membangun sistem peringatan dini dan penanganan
: dampak perubahan iklim untuk rhengantisipasi gagal B
panen aklbat bencana alam; dan |
m. melmdungl Usaha Tani yang dllakukan oIeh Petani
dalam bentuk Asuransi Pertanian dan bantuan

lainnya sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

| BAB III | |
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PE’I‘ANI

Bagian Kesatu =~

Umum

Pa%al 4
(1) Pemerlntah Daerah menyelenggarakan perlmdungan dan
A Pemberdayaan Petani di Daerah. |
 (2) Rencana Perhndungan dan Pemberdayaan Pctani
| “di Daerah dxsusun oIeh Bupati dengan mehbatkan Petaru
(3) Rencana perhndungan dan Pemberdayaan Petani
' sebagalmana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
perencanaan jangka pendek, Janglgavmcncngah, maupuny

jangka panjang. -



(‘}) Rencana Perlindungan dan Pernberdayaan Petam

merupakan pedoman bagi pelaksanaan perlindungan dan
Pemberdayaan Petani d1 Daerah dan disusun secara
ber_]enjang dan perlodlk |

(5} Rencana perlmdungan -dan ‘Pemberdayaan Petam

sebagalmana dimaksud pada ayat 4 dzatur dalam

. Peraturan Bupatl

Baglan Kedua

Strategi

o Pasal 5
(1) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: ‘
a. penyediaan prasarana dén sarana produksi Pertahian
| yang handal; ’ -
b. memberikan kepastlan : usaha dengan Iayahan‘
J perizinan yang sederhana dan cepat; |
c. mengendalikan harga Komoditas Pertanién'
- d. melakukan penghapusan praktlk ekonom1 blaya tinggi
- pada birokrasi dan rantai distribusi;
e. memfasilitasi pembcrlan gantl rugi gagal panen aklbat
kejadian luar biasa; ' ’ '
. menyelenggarakan sistem peringatan dini dan
K penanganan dampak perubahan 1khrr1, dan
g. memfasilitasi pelaksanaan Asuransi Pertanian.
(2) Strateg1 Pemberdayaan Petam dilakukan melalui:
“a. meningkatkan kesempatan pendldlkan dan pelatxhan
| bagi petani, kelompok tani dan kelompok kepentingan
terkait; - B : . v
b, ‘menyelenggarakan penyuluhan dan pendamplngan,
c.'.pengembangan slstem dan sarana pemasaran hasil
- Pertanian; - o | - "
d. konsolidasi dan Jjaminan luasan Lahan Pertanian,
~e. penyediaan fasilitas pembxayaan dan permodalan;
f ,"kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologl, dan
: 1nforrna81 dan ' ' |

g penguatan Kelembagaan Petani. =



(3) Strateg1 PérlindUhgan dan Pemberdayaan Petanl_i'; .

- : Sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dx atas‘ S

dljabarkan dalam Rencana Perlmdungan , dan

Pemberdayaan Petam dengan r1n01 dan lengkap dengan

target sasaran dan CStln’laSl dukungan pendanaan

BAB IV

L }}'KETERSEDIAAN LAHAN PERTANIAN

B f.-,'(,l‘)»'

L melalul

Baglan Kesatu SR

Umum L

'pasaze'

: Pemermtah Daerah sesuau dengan kewenangannya', o
L berkewajlban memberlkan Jamlnan ketersedlaan lahan
- Pertanlan R | | |

Jamman sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dzlakukan :

a konsollda31 lahan Pertaruan dan

,b Jamlnan luasan Iahan Pertaruan o

Konsohdam sebagalmana dzmaksud pada ayat (2) h Urufa e

o dllakukan melall,u

L a pengendahan ahh fung81 lahan Pertanlan, dan

S b. pemanfaatan Iahan Pertaman yang terlantar

L@ |
o pada ayat (2) huruf b dllakukan dengan penetapan LPQB

(1)

Jamman luasan lahan Pertaman sebagalmana dlmaksud -

'dalam Rencana Tata Ruang Wllayah (RTRW) dan Rencana :
vDetall 'I‘ata Ruang (RDTR) D '

Baglan Kedua

Pengendahan Ahh Fung31 Lahan Pertaruanv

Pasal 7

Pengendahan Ahh Fung31 Lahan Pertaruan sebagalmana L o

dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dllakukan -

dengan



B a.";‘menyusun kaglan ahh fungsu lahan yang mehputl ahh;:

_AfungSI lahan sawah aktual rencana aIlh fungSI lahan
"dan allh fung51 Iahan secara legal sebagal dasar bagi - |
- penyusunan data dasar |

. penyusunan Rencana Deta11 Tata Ruang, .

e '»pengmtegraman | kebljakan :' antara " perizinan,

.".ayat (3) harus memuat 1nstrumen hukum, 1nstrumen :

AU o pertanahan tata ruang, dan Pertaman

‘ (2) }':vPemerlntah Daerah menyuéun perencanaan LP2B Jangka' :

A | E panjang, ]angka menengah dan Jangka tahunan » |
' ,.“(3)‘ Perencanaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) B

| v'.‘memuat sasaran produk51 Iuas tanam dan scbaran serta- :

tkebl_]akan dan pemblayaan ' : '

*'Penyusunan perencanaan sebagalmana dxmaksud pada .

- ekonomx zona31 dan partls1pa31 masyarakat

Pasal 8

Pelaksanaan pembmaan dan pengendahan ahh fungsl’ .

o 'Lahan Pertaman dllakukan secara termtegra81 oleh

o ,Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bldang"'

| Pertanlan Tata Ruang, dan Perlzlnan dengan melakukan :{_ R

o koordlna31 dengan Instans1 yang menangam pertanahan

@
. telah dltetapkan sebagal LPZB dllaksanakan oleh

»Pengawasan terhadap ahh fung31 Lahan Pertanlan yang o

'a.‘_Pengawasan kebuakan dan perllaku oleh Aparat

- /»'Pengawas Internal Pemermtah dan

b. | Pengawasan d1 rnasyarakat oleh Perangkat Daerah' "

o "ﬂyang menangam penegakan Peraturan Daerah dan :

| '_ﬁPeraturan Bupatz, e T

sesua1 ketentuan peraturan perundang undangan yang v

RARR berlaku

f ‘penetapan LPQB di Daerah dalam Rencana Tata Ruang, L

. penetapan peta lahan sawah yang dxlmdungl- dan R



'Bagiah_ Ketiga

Pemanfaatan Lahan Pertanian yang‘ Terlantar

w

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b

(2)

(3)

(1)

(@

(3)

Pasal 9

Pemanfaatan Lahan  Pertanian yang Terlantar'

dilaksanakan  berdasarkan - pendataan  yang
dlkoordlnasxkan dengan Instansi yahg menangani
pertanahan. ‘ ,

Berdasarkan pendataan dan koordmam sebagalmana -
dlmaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status Lahan
Pertanian tei"sebut sébagai’milik Pemerintah Dacrah.
Ketentuan lebzh lanjut mengena1 pemanfaatan lahan

Pertaman yang terlantar. sebagalmana dlmaksud pada

~ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- Bvagi‘an Keempat

- Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 10

‘Jaminan luasan Lahan ‘Pertanian d_itetapkan oleh

Perherihtah Daerah berdasarkan data dan peta Lahan

, Pertaman

-Jamman luasan Lahan Pertaman sebagaimana dxmaksud

pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.

Dalam v'rangka melindungi luasan Lahan Pertanian

sebagaimana dtmaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah

a. menerapkan Insentxf dan Disinsentif bagi pemlhk
‘lahan; dan.

b. pembentukan KP2B.



(1)

2

®)

(4)

(1)

@

(3)

Bagiaﬁ Kelima \,
Insentif dan Disinsentif LP2B .

Pasal 11

'Pemermtah Daerah memberlkan Insentlf bagl pemilik

lahan yang ditetapkan sebagai LPZB.

Insentif vsebagaim‘ana dirjnaksu'di/pada ayat (1) dapat

“berupa: -

a. pengurangan tarif PBB pahng banyak 85% (delapan
puluh lima persen) |

b. prioritas alokasi bantuan sarana prasarana;

" ¢. pembangunan infrastruktur Pertanian;.

d. subsidi biaya pemcliharaan lahan; dan

e. bantuan Pemerintah lalnnya terkait Pertanian.
Bupati menetapkan jenis Insentif berdasarkan usﬁlan
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
Pertaman | ' o '

Ketentuan lebih lan_]ut mengenai Insentlf dlatur dengan

‘Peraturan Bupau :

| Pasal 12 | ‘ |
Pemerintah Daerah memberikari Dis‘.insentif-i'bagi péinilik' :
lahan yang ditetapkan sebagai LP2B yang dialihfungsikan
ba‘ik untuk ke'peritingan umum atau bukan.kepentiqgan

umum.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b.'f_:rlaku »

pula bagi pihak lain yang ”mernperoleh hak atas tanah

LP2B yang dlahhkan kepemxhkannya
Disinsentif sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) dan (2)

berupa:

‘a. pencabutan 1nsent1f

b. penambahan 100% (seratub persen) dari tarif PBB yang o

ditetapkan; ,
c. penambahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) sebesar 200% (dua ratus persen);

- d. Wajlb memberlkan komitmen TJSP sesuai ketentuan

yang dltetapkan oleh Pernermtah Daerah;



@

©)

_e'." Wa_]lb menyedlakan lahan penghuauan sesuai arahan_

' ‘ Pemermtah Daerah

f. Wa_]lb menycdlakan lahan pengganti dengain”fungsi‘.

‘'sama dengan luas dua kali luas lahan yang dikonversy .

g. pembatdsan pembagxan sarana Jalan pada lokasi
 terschut; | v L ' o

h. wajib izin alih fung31 Iahan dengan membayar
’ kornpensa31 kepada Pemerlntah Daerah. . |

Bupat1 menetapkan jenis Dlsmsentlf berdasarkan usulan

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

Pertaruan

- Ketentuan lebih - lanjut _mengenaf Disinsentif diatur

dengan Peraturan Bupati‘. o L .

BAB V

PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Pemermtah Daerah sesuai dengan kewenangannya

bertanggung jawab menyedia};an, mengembangkzin

dan/atau mengelola Prasarana Pertanian di Daerah.

(2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain mcliputi:' S
.. Embung;

jalan Usaha Tani;

Optimasi Lahan Pertaman,
pencetakan sawah baru;

’ pengembavngan SRI; dan

N N R e

pelayanan pembiayaan Pertanian.



o Bagian Kedua

’ Embung v

 Pasal14
(1) Pemerinteih Daerah‘” membanguri Embung 'untﬁk, v
Pertaman yang lokasmya dltetapkan d1 sebelah hulu
Lahan Pertanlan v
(2) Pembangunan Embung untuk Pertanlan sebagazrﬁéna':',
d1maksud pada ayat (1) dllakukan dengan
) memperhatlkan - . - o |
= _a. 'poten31 dan kebutuhannya untuk 1r1gas1,
b kebutuhan air tanaman atau evapotranspwasr |
' selama musim budldaya tanaman tertentu
c. ketersedlaan neraca air; , o
d. ,peluang kejadlan hujan mak31mal pada perlode :. -
-tertentu, | R | .
’ c.‘_ poten81 geoflslk Lahan untuk rnenampung air . -

dan / atau llmpasan permukaan, dan

f.. pertimbangan lain sesuai- kondlsl Pertanian di =

’Daerah

(3) Penetapan Lahan Embung untuk Pertanlan sebagalrnana

dimaksud pada ayat (1) .dltctapkan voleh Bupati

 berdasarkan ‘p‘ertimbangan }Kepalag Pe'raﬁgkat Daerah.‘

‘ PasaI 15 B v
Ketentuan leblh lanjut mengenau penetapan lokas1 dan'

! pengadaan  _ tanah, pembangunan, pemblayaan dan»

. pengelc_laan Embung, diatur l_cblh lanjut dcngan Peraturan " o

- ‘Bupati.

Baglarl Ketlga

Jalan Usaha Tam o

- Pasai‘lé |

. (I]Pemerlntah ‘Daerah : melakukan - identifikasi ‘dan

1nventar15d31 kebutuhan Jalan Usaha Tanl berdasarkan po

peta Lahan Pertaman



  '(2) Berdasarkan data kebutuhan sebagalrnana dlmaksud

pada ayat- (1) Pemermtah Daerah menyusun peta‘-,‘ "

' rencana Jalan Usaha Taru : v S
(3) Pernbangunan dan pemehharaan Jalan Usaha Tam .
dllaksanakan oleh Pemermtah Daerah Pemermtah Desa 2

dan / atau masyarakat

(4) Pemermtah Desa membangun Jalan Usaha 'I‘am yang: . .

berada di dalam Wllayah Desa dengan berkoordmasi o
‘ dengan Perangkat Daerah. o -
(5] Masyarakat membangun Jalan Usaha Tani yang berada

‘di Daerah dengan izin Bupat:

| (6) Jalan Usaha Tani yang dibangun oleh Pemerintah Daerah::;“’ o

~dan berada d1 wﬂayah Desa dapat dlhlbahkan kepada‘

' Pemerlntah Desa

'(7) Ketentuan lebih Ianjut ‘rn'engen'ai Iéih dan tata cara Hibah' L

sebagalmana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6] dlatur o

dengan Peraturan Bupati.

Baglan Keem pat |

Optlma31 Lahan Pertaman

_ Pasal 1'7 - _
(I)Pemerlntah Daerah ' rnelakukan Optiniasi Lahan
Pertanian guna menmgkatkan Indeks Pertanaman |
(2) Optlma81 Lahan Pertaman sebagalmana dlmaksud padav '

ayat (1) dapat dllakukan dengan

- a. optimasi sumber daya Lahan dan.  air melalull':

pengelolaan air permukaan, air Zta‘nah,» : ‘danb_{;
- pemngkatan kesuburan tanah | v |
o b. keanekaragarnan budldaya tanaman Pangan dan :

'- -hortlkultura sesuail dengan zona agrokhmat

c. 1ntegra31 tanaman dan ternak untuk menlngkatkan S

' nilai tambah produksi Pertaman dan peternakan serta :

‘ ‘menmgkatkan produktlwtas Lahan



. 'd sistem ~Pertanian ’konservaéi untuk mengurang1 ”

: praktek pengolahan tanah penggunaan mulsa, dan

' tanaman B penutup - tanah “Totasi tanaman,
turhpangSarx dengan "vmemanfaatka'n ‘tanaman
penambat mtrogen, T o
e pemanfaatan kernbah hmbah Pertanian dan ternak .
| dalam sistem produk31 Pertanian dengan
| memanfaatkan hasil Pertaman dan ternak afau .

f. ',reklamaSI Lahan bekas tambang dengan pembersihan .

‘Lahan dan pengolahan Lahan sampai kondisi 81ap'_:

tanam perbalkan kesuburan Lahan, perbaikan -
- sarana dan prasarana serta pemellharaan

‘(3) Ketentuan leblh lanjut mengenal pelaksanaan Optlmas1 ‘

Lahan Pertaman sebagaxmana dlmaksud pada ayat (2) R

dlatur dengan Peraturan Bupat1

Pasal 18

(1) Optlma31 Lahan Pertanlan sebagalmana dimaksud dalam |

Pasal 17 dllaksanakan bersama sama antara Pemermtah' R

Daerah Pemerlntah Desa dan Masyarakat v
(2) Keterhbatan Masyarakat sebagalmana dlmaksud pada

ayat (1) dapat berbentuk

a. partlszpas1 aktxf dalam kelompok tani atau kelompok";

masyarakat lamnya, | o
b. pemblayaan melalm TJSP dan

c. .pengawasan pelaksanaan kegla}tan.b

B:‘a'igian Kelima |

Péﬁcetakah Sawah Baru -

) Pasal 19 : o _
(1 )Pemermtah Daerah melakukan pencetakan Sawah baru

~ secara terprogram dan terencana

(2) Pencetakan  Sawah baru » secara ~teknis. harus

dllaksanakan secara berurutan :
a. 1dent1ﬁka51 dan penetapan Iokasx,

b survei / 1nvest1ga31 e



C. penataan desain;
d. pengerjaan konstruksi; dan

€. pemanfaatan sawah baru.

Pasal 20 ;

(1) Pemerintah Dacrah melakukan identifikasi lokasi
berdasarkan Rencana Tata Ruarig dan pemcnuhén syarat
teknis lokasi sawah., _ |

2) Berdésarkan' hasil identifikasi sébagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati menetapkari lokasi sawah baru.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lokasi, tata cara
penetapan lokasi sawah baru, izin dan teknis pencetakan
sawah baru diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap
pemanfaatan sawah baru hasil cetak sawah paling lama

satu tahun setelah program dilaksanakan.

Bagian Keenam

Pengembangan SRI

Pasal 21 | .

(1) Pemerintah Daeréh mengoptimalkan pengembangan SRI
di Daerah. | , '
(2) Bupati menetapkan lokasi | pengembangan  SRI
berdasarkan pertimbangan ketersediaan Lahan sesuai

ketentuan, kebe'radaan Petani/ Kelompbk Tani Pelaku
SRI, dan Pendamping SRIL | | _
(3) Pemerintah  Daerah dalam pengembangan SRI
melibatkan tenaga profesional di bidang SRI, Petugas
Lapangan atau petani yang telah mengikuti pelatihan
pemandu SRI dan berpengalamaﬁ melaksanakan SRI.
~ {4) Pengembangan SRI dilaksanakan oleh petani dalam
kelompok tani / Perkumpulan Petani Pemakai Air /

Gapoktan pada lokasi sasaran.



Baglan KetUJuh

Pelayanan Pemblayaan Pertaman -

| ‘ Pasal 22‘ R o v |
(1) Pemerintah Daerah "meﬁ}?elénggarakan ~ fasilitasi N
Pemblayaan Pertaman ' .

: (2) Fasdltam Pemblayaan Pertanian sebagalrnana dtmaksud I

pada ayat (1) dzlakukan dengan mehbatkan Pelaku} |

Usaha, dan Masyarakat

, '[3) Pemerlntah Daerah menetapkan krlterla Petam dan Jerus ‘v B

usaha | Pertaman ~ yang mendapatkan fas111t_as‘1
| pemblayaan Pertaman _ ' ‘ | |
' 4) Ketentuan lebih lanjut mengenal pelayanan pemb1ayaan’_ e

Pertaman dlatur dengan Peraturan Bupat1

; | BABVI
o 'PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN

' Bagian Kesatu

. Umum

Pasal 23

’ :”(1) Pernerlntah Daerah memfasuhta& penyedlaan Sarana_ Sl

Pertaman d1 Daerah

: '(2) Pelaku Usaha dapat menyedlakan Sarana Pertamanﬂ.’ o

sesua1 mutu “dan standar yang dltetapkan oleh"

Pemerlntah Daerah. ‘ ' B |
- (9) Pemermtah Daerah dapat membenkan subsxdl bagl

penyedxaan Sara_na Pertanian sesualv denganf_:

kebutuhan

’ ’(4) Pemberlan sub51d1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (3):_7 B

harus tepat guna, tepat sasaran, vtepat waktu, tepat .

" lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah. )



Pasal 24
- Sarana Pertanian meliputi : :
a. Benih, Pupuk, dan Zat pengatur tumbuh;
b. Pestisida dan Inokulasi; dan
c. ketersediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar

mutu dan kondisi spesifik lokasi Pertanian.

Bagian Kedua
Benih, Pupuk, dan Zat Pengatur Tumbuh

_ Pasal 25 » » -
(1) Pemerintah Daerah meningkatkan ketersediaan Benih
~ bermutu dengan memperhatikan prinsip 6 (enam) Tepat
bagi Daeréh; yakhi: - }}
varietas;
mutu;
jumlah;

waktu;

o 2 0 T P

lokasi; dan
f. harga. |

(2) Ketersediaan Benih  bermutu. dilakukan dengan
bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Masyarakat. ' » »

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Sertifikasi Benih yang
diproduksi di Daerah. | -

(4) Pemerintah  Daerah melakukan pengendalian dan
~ pengawasan terhadap: |
a. Produksi Benih;
PengoLahan Benih;

Penyimpanan;

Analisis mutu; .

o oo T

penyehatan Benih dan pengamanan selama
transportasi; serta

f. pemasaran.



Pasal 26
(1) Dalam rangka penemuar‘y Benih, Pemerintah Daerah
melakukan  pemuliaan denéan pencarian  dan
pengumpulan Sumber Daya Geﬁétik untuk Pemuliaan.
(2) Setiap Orang yang melakukan Pemuliaan di, Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan
Izin sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. |
(3) Ketentuan lebih lanjut niengenai Izin ‘sebagaima‘na

dimaksud pada ayat (2) diatur déngan Peraturan Bupati.

Pasal 27

" (1) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan Pupuk yang
efisien di Daerah. _ :

(2) Pemerintah Daerah dalam rangka efisiensi pemanfaatan
Pupuk di Daerah melakukan pengendallan dan
pengawasan terhadap: '

a. aspek teknis penyediaan Pupuk dan
b. distribusi Pupuk.

Pasal 28
‘Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian

dan pengawasan dalam peman_faatari Zat Péngatur Tumbubh.

Bagian Ketiga

Pestisida dan Inokulasi

Pasal 29 _ v

(I)Bupati menyelenggarakan pengawasan Pupuk dan
Pestisida di Daerah. '

(2) Dalam menyelenggarakan | pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), Bupati membentuk tim
Pengawas Pupuk dan Pestlslda di Daerah dengan
Keputusan  Bupati sesuai ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku.



Pasal 30 |

.:'(1)Bupati membentuk Komlsl Pénga\ivés Pupuk danfv;';"‘f"»

Pest131da di Daerah dengan Keputusan Bupat1 |
(2) Komisi Penggwasan »Pupuk dan Pestxslda sebagaimana
- dim'aksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan

Kormsl Pengawasan Pupuk dan Pestlslda d1 tmgkat |

Prov1n51 dan Pusat

. Pasal31 |
,}(1) Pemefiﬁtah Daerah ‘mengélokas'i ”pembiayaan vbagi»}
pengawasan Pupuk dan Pestlslda sesuai kemampuan
keuangan Daerah ;

(2 )Ketentuan leblh lanjut mengena1 tata cara pengawasan:

‘ Pupuk dan Pestlslda diatur dalam Peraturan Bupatl

© Pasal32 . .

(1) Dalar | »fa‘hgka,' pengehdalién %”vpenyaki‘t’ tanaman,
o Penierintah“' | Daerah | .‘ményeléiriggarake-mvv InOkiJlasi
tanaman. | o SR o o |
(2) Pemermtah Daerah memfa3111tas1 penyedlaan sarana dan B

prasarana Inoku1a31 tanaman.

| Bagian’ Ké;ernpat

Ketersediaaﬁ Alat dan Mesin Pertaniari ‘

dedl 33 ‘ N o
"”_(l)Pemermtah Daerah menyechakan alat dan me»isi»n
~ Pertanian. o B B
N (2) Ketersedlaan’- alat dan meSin : Peftariian_ hafus
,'mempertlmbangkan N - v B -
a. "kond151 agrokhmat dan karakterlstlk Pertaman d1
: bDaerah | . S ’ |
b. 31stem ekonorm dan budaya d1 Daerah
c. kemampuan Petam setempat dan o |
d. peluang ekonoml penerapan alat dan rnesm Pertaman o
di Daera_h.. , o ’



Pasal 34

(-1) Dalam fangka efektivitas mekanisasi  Pertanian,
Pemerintah Daerah melakukan pendekatan selektif
’dengan melakukan:

a. pengeﬁalan agroklimat dan identifikasi karakter
Petani dan Pertanian di Daerah;
b. inventarisasi alat dan mesin Pertanian sesuai hasil
identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
¢. pengenalan alat dan mesin Pertanian ke Petani yang
sesual.

(2) Pengenalan agroklimat dan identifikasi karakter Petani
dan Pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan dengan pendekatan wilayah.

(3) Pendekatan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibagi menjadi empat tingkat, yaitu
a. lancar; '

b. siap;
c. setengah siap; dan
d. terbatas. ‘

(4) Inventarisasi dan pengenalén Alat dan Mesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢ dibedakan berdasarkan kompleksitas dan tingkat
kemudahan teknologi itu digunakan oleh pemakai, terdiri
dari: |
a. teknologi sederhana;

b. teknologi madya; dan

c. teknologi maju.

Pasal 35
(1) Pengelolaan alat dan mesin Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkét Daerah yang melaksénakan urusan Pertanian.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi
Status Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian sebagai
sarana informasi dan layanan pemanfaatan bagi

Masyarakat.



Pasal 36 -
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengelolaan;

pemanfaatan, serta sistem informasi alat dan mesin

Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGEMBANGAN SPO

Bagiaﬁ Kesatu

Umum

-Pasal 37 S
(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pertanian berwawasan
lingkungan, Pemerintah Daerah mengembangkan SPO di
Daerah. v |
) vPengembangan SPO di Daerah dilakukan secara
‘terencana dan terpadu dalam perencanaan pembangunan

Daerah.

Bagian Kedué

Strategi Pengembangan SPO

Pasal 38
(1) Pemerintah Daerah menyusun strategi Pengembangan
SPO di Daerah. o
(2) Penyusunan strategi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mémperhatikan: |
a. kemantapan ekologis, untuk menjamin
berlarigsungnya kehidupan semua komponen secara
seimbang dan berkelanjutan; |
b. kemantapan ekonomi, untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan dan keberlanjutan usaha tani ya}ng
dikembangkan; S
c. kemantapan sosial, untuk menjamin konsiétensi dan
' kemapanan usaha yang berbasis pada pola organik;

dan



d kemantapan konsep yang marnpu meyakinkan pthak‘

’terkalt untuk memberl dukungan yang kuat terhadap_

’pengembangan SPO dalam hal fasilitas produks1

teknolog1 insentif maupun peluang pasar bagr _‘ R

. produk produk yang dlhasﬂkan oleh SPO.
 |BagianKetiga
~ Model SPO di Daerah*, L

Pasal 39 .
(1) Model SPO di Daerah terdm darl

Ca. pendekatan sistem Pertanlan tradlsmnal yang hanya o

berturnpu pada teknoiogl sederhana termasuk bahan- :

bahan (|)rgan1k

b. 31stem Pertaman yang masukannya berasal dari.

bahan orgamk seperti Pupuk organik, pestlslda

orgamk| dan bahan- bahan organlk lalnnya, dan R "

c. sistem Pertaman carnpuran yang terdiri darl berbagal

* sistem USaha tam yang memproduk31 bahan orgaruk e

(sepertil  peternakan danf : penkanan) an,

mlkroorganlsme pengura1 untuk menghas:ikan Pupuk L |

guna menduknng sistem produksmya s‘ecara o

. ,berkelaln_;utan v , B
(2) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan 'SPO

melakukan _ g
a. pernblnaan persamaan persep31 antara akademlsl,

praktlsl birokrasi, dunla usaha dan masyarakat_

terkait |pengembangan SPO di Daerah

b. pembangunan SPO sebaga1 usaha penghasﬂ bahan g

. makanan sehat berkelanjutan,

o c. pembangunan teknologi Pertaman organlk secara‘ - |

| .berlanjutan yang rnehbatkan petanl, '

‘d. mengembangkan teknik penelman dan pengupanlblf,'ivv*

partlslpatlf dengan petam

o K ' .
e, mendorong kemxtraan dengan duma usaha dan

f. rnernbuat program r1nt1san SPO




Bagian Keempat

Insentif

| Pasal 40
(1) Pemerintah Daerah memberikan ihsentif bagi Petani yang
- mengembangkan SPO. ,
(2) Insentif sebagaimana dimaksud} pada ayat (1) dapat
berbentuk:
a. stimulan operasional; o
b. membuka pasar dan promosi bagi hasil Pertaniaﬁ '
Organik Petani; ’

bantuan sertifikasi Lahan orgaﬁik dan produk organik;

o o

bantuan akreditasi Pertanian Organik;

penyiapan lembaga pendukung; dan

fnr BN ¢}

insentif harga untuk produk organik.

BABVHI
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Pasal 41

(1) Pemerintah ~ Daerah  melakukan  Mitigasi = dan
penanggulangan Bencana Pertanian.

(2) Mitigasi dan pvenanggulangan - Bencana Pertanian
dilakukan secara terpadu dan berpedoman pada tata cara
penangguléngan bencana. ' o

(3) Mitigasi dan penanggulangan = Bencana Pertanian
dikoordinasikan  oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan bidang Pertanian. |

(4) Ketentuan lebih lanjut méngenéi Mitigasi dan
penanggulangan Bencana Pertanian diatur dengan |

Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB IX
'ASURANSI PERTANIAN

Pasal 42 : _

Asuransi Pertanian dilakukan untukb melindungi bPetani
dari kerugian gagal panen akibat:
a. bencana alam; »
b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
c. dampak perubahan iklim; dan /atau
d. jenis risiko-risiko lain sesuai Kketentuan peraturan

pemndang-ﬁndangan. |
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan
memfasilitasi Petani Daerah untuk mélakukan Asuransil '
Pertanian. . | |
Pembinaan dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerahlb yang
melaksanakan urusan Pertanian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3} diatur dengan Peraturan Bupati.

~ BABX
PERTANIAN BERKELANJUTAN

Pasal 43 |
Pemerintah Daerah melaksanakan konservasi sumber
daya alam dan ekosistem dalam penyelenggaraan
Pertanian di Daerah dengan menerapkan konsep -
Pertanian Berkelanjutan (sustainable agriculture). '
Prinsip Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah: ’
a. pengelolaan produktivitas lahan dan lingkungan;
b. pemanfaatan Lahan Pertanian dengan pengelolaan
waktu tanam; o | -
c. peningkatan pendapatan Petani melalui peningkatan

produksi;



3

| ﬁAlam dan ekosistem dalam penyelenggaraan Pertaman di

(1)
B

Daerah yang melaksanakan urusan bldang perlzman

(2}

"f:l"optimalisa'sl . SPO guna ' ?n'encegah? kerusakan

lingkungan; dan

e. membangun kemandlrlan Petaru o

| Ketentuan leblh lanJut tentang konserva51 Sumber Daya

: ,Daerah dlatur daldm Peraturan Bupau

BAB Xl
PERIZINAN USAHA PERTANIAN

- ‘ Pasal 44 c »
Setlap usaha Pertaman wajib memlhkl izin.
Izm sebagaunana dlmaksud pada ayat (1) terd1r1 darl

Izm Usaha dan

b. Izm Komermal atau Operaswnal

Izin sebagaxmana dlmaksud pada ayat (2) dllaksanakan o

sesual ketentuan peraturan perundang undangan o

Pasal 45

Perizman Berusaha di Daerah dllayanl oleh Perangkat»_ﬂ“*- e

Ketentuan 1eb1h 1anjut mengena1 Perizinan Berusaha

sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupatl

- BABXIl
~ PANGAN

~ Bagian _Kesatu

- Umum

Pasal 46

(1) Pemermtah Daerah menjamln ketersed1aan Pangan dx'v.f

Daerah dan Pemermtah Desa menjamm ketersedlaanv"

Pangan di Desa v



@

Pemérintah‘ Daerah dalam ) rangk'a'v- mehj'amin}-

L ketersediaan Pangan di Daerah

‘a. menyusun rencana Pangan Daerah

- b’..’f’menetapkan Pangan Lokal Daerah yang bersumber' '

o menetapkan dan ' mengelola Cadangan Pangan%* o

dar1 bahan Pangan Segar; dan-

- Daerah

' Pemermtah Desa dalam rangka menjamm ketersedlaan o

| Pangan di Desa Wajlb

Ca. menyusun rencana Pangan Desa, '

b. menetapkan Pangan Lokal Desa yéng bersumber dan

: bahan Pangan Segar;

c. rnenetapkan dan mengelola Cadangan Pangan Desa, o R

d. memastlkan ketersedlaan Pangan Segar di Desa, dan '

e ;mengaloka&kan anggaran bagl cadangan Pangan

@

| @

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pelaku Usaha yang akan mengedarkan Pangan Segar dl o

Daerah wa_]lb memiliki Izin Usaha

Ketentuan lebih lanjut mengenal Pangan dlatur dalarn‘

jPeraturan Daerah tersendlrl

6

‘(1)_,

@

- Pertanlan ' melaksanakan pehgufripulan data ~dan e

Ketentuan lebih lanjut mengenal Ketahanan Pangan d1

. Desa dlatur 1eb1h lan_lut dalam Peraturan Desa.

'BAB XIII

- SISTEM INFORMASI PERTANIAN

:Pasalb47v ‘:

:Sistém - Informasi - Pertariian dlselenggarakanb-‘ -

‘berdasarkan keakuratan data Pertanlan sebagai

sumber satu data bldang Pertaman

'Perangkat Daerah - yang melaksanakan urusan ;

| Verlﬁka31 data bldang Pertaman secara berkala maupun‘
v - secara 1n31dental saat dxbutuhkan '
®

' ’_I'dan dlkoordma31kan oleh Kepala Perangkat Daerah |

Pengkmlan Data Pertaman dxlaksanakan secara berkala |

o ’yang melaksanakan urusan Pertaman



(4) Perangkat Daerah sebagaimané dimaksud pada ayat (3)
- melakukan koordinasi pendataan dengan Instansi yang
menangani statistik, Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan Perené:anaan, penelitian dan
 pengembangan  serta Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan Informasi dan Komunikasi.
(5) Data Pertanian sebagairnana dimaksud péda ayat (2)
- dan ayat (3) disajikan secara real time pada sistem
informasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. ,
(6) Sistem Informasi Pertanian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bterintegrasi dehgan Sistem Informasi
Pertanian Pemerintah dan Slstem Informasi Pertanian

Pemermtah Provinsi.

| BAB XIV .
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48 ‘

}(1) Masyarakat dapat be‘rpartisipasi dalam
penyelenggaraén Pertanian di Daerah baik langsung,
maupun tidak langsung.

(2) Partisipasi Masyarakat dilaksanakan dengan
melakukan koordinasi dengah Pemerintah Daerah
melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan .

Pertanian.

‘BAB XV
LARANGAN

Pasal 49
(1) Setiap Orang dilarang:
a. melakukan penyedotan air langsung dari Embung;
b. melakukan budidaya di kawasan embung yang
berpotensi  mengganggu fungsi utama embung untuk
konservasi dan irigasi terganggu.

(2) Setlap Orang dilarang mengahhfungsnkan LP2B



(3) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang

mengakibatkan kerusakan irigasi dan infrastruktur.

lainnya.

(4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) untuk kegiatan -

yang berfungsi bagi kepentingan umum ditetapkan dengan

Keputusan Pejabat yang berwenang.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dikenakan

sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

bidang tata ruang.

(D

(2)

(3)

@)

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

Setiap Orang yang melakukan usaha Pertanian namun
tidak mcrhiliki izin sebagairhana dimaksud dalam
Pasal 44 dikenakan Sanksi Administrasi. »
Sétiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana "
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3)
dikenakan Sanksi Administrasi.
Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:

a. teguran lisan;

o

teguran tertulis;
penutupan sementara;
pencabutan izin;
pembatalan izin;
pembongkaran bangunan; |

peniulihan fungsi lahan;

SR o™ 0 o0

. pencabutan insentif; dan /atau

[y
-

denda administratif.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.



W

@
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 BABXVI
: PEMBIAYAAN

Pasal 51

}Pembiayaan Penyelenggaraan  Pertanian dapat‘ |

bersumber dar1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
‘TJSP; dan/atau -
"dana laln yang sah dan tldak mengxkat

Aloka51 anggaran dlsedlakan secara . proporswnal

‘sesuai dengan kebutuhan dalam Penyelenggaraan‘

: Pertanlan o

~  BABXVII
' PENGAWASAN

Pasal 52

vBup-ati melakukan '.: ‘pehgawasah terhadap"

Penyelenggaraan " Pertanian - sesuai kewenangan

'berdasarkan} ~ ketentuan 'p;eraturan : perundang{f -
- undangan. | |
- @

sebagalmana dlmaksud pada ‘ayat (1), dllaksanakan‘

’ Pehgawasan" 'terhadap: Peny:elenggataanv Pe”rtani-an

lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan SR

" urusan bldang pengawasan

BAB XIX

L KETENTUAN PENU’_I‘UP_'

Pasal 53

' Peraturan Daerah " ini mulai ) chrblaku pada tanggal'

, dlundangkan. E

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provmsx, EE



o :,;i’.,_'pada tanggal 10 Desember 2020 e Tl
o SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

- ,f"QSUTARNo : o »- R T S
| 'f_f";;j,.;.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 6
~ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Agar éetiép orang mengetahumya rnemermtahkan o
pengundangan Peraturan Daerah ini‘f ' dengan -

o . penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten‘

‘j Karanganyar o o

Dltetapkan d1 Karanganyar

- | 'pada tanggal 10 Desember 2020
":'BUPATI hARANGANYAR

 vuvatMono

- Dlundangkan d1 Karanganyar

’-Q-}PROVINSI JAWA TENGAH (6 326/2020)

Sahnan sesuai dengan ashnya ‘ S
SEKRETARIAT DAERAH e




~ PENJELASAN
~ ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
'NOMOR 6 TAHUN 2020 SRR
- TENTANG | " |
PENYELENGGARAAN PERTANIAN DAERAH

. UMUM"- . . : _
' Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik
B IndoneSIa Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah
J mellndungl segenap bangsa Indonesxa dan seluruh tumpah darah
' IndoneSIa dan untuk memajukan . kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehldupan bangsa dan 1kut melaksanakan ketertiban
duma yang berdasarkan perdamaxan abadl, dan keadllan 3051al ‘Salah-

§satu bentuk perhndungan tersebut adalah terjammnya hak atas"

’ {Pangdn bagl segenap rakyat yang juga merupakan hak fundamental

‘hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan daiam
Pasal 28 a dan 28 [ Undang~Undang Dasar Negara Republlk Indonesia ,
v;Tahun 1945

Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan, maka perlu

melindung1 dan menjamin penyelenggaraan Pertanian yang

berkelan_;utan Kabupaten Karanganyar adalah salah satu daerah
dalam wilayah Negara - Kesatuan Republik- Indones1a yang secara"»
geograﬁs mendukung poten31 dx bidang Pertaman, bahwa Kabupatcn
" Karanganyar dlkenal sebagal “Bumi Intanparl”, Industri - Pertaman -

-Par1w1sata ‘yang merupakan tlga potensi Kabupaten Karanganyar -

Keberhasilan pembangunan Pertanian sangat ditentukan- oleh

penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan yang sebaik-bail_;nya. :
Taritangan dalam aspek. penatagunaan Iahén ;adélah meningkatkan
- pertambahan penduduk, ~perkembarigan ekonomi dan industrialisasi,
sehingga ‘degrada‘si alih Vf‘ungsi"dan ffagr\neﬂt‘asi lahan menjadi sulit
dihindari. | | B _ - v
| ' - Tantangan dan isu strategls lain di bidang penyclenggaraan'
_Pertaman adalah sumber daya manusia, optimalisasi hasil produksi, -
| f :rhekanisrfié,,sai’ana dah prasafana, isu lirllgkuri»gan» global, Pertahian

- yang ramah lingkpngan dan perubahan iklim.



H,.

‘Pasal 6

Bencana Pertaman yang terjadl berupa gagalnya panen dan

‘_rusaknya sarana usaha tani yang mengaklbatkan kerugian yang
': cukup besar pada masyarakat juga meruglkan pemerintah karena
) pada akhirnya dapat berdampak pada tergadmya kekurangan Pangan

Keglatan pengendahan dan penanggulangan bencana Pertanian

merupakan - bentuk dan tanggung jawab pemerintah untuk

" mengufangi beban petani di Idkasi yang mengalami bencana.

Penyelenggaraan Pertanian di Daerah perlu dilaksanakan secara

sxstematis terarah dan berkesmambungan serta ramah lingkungan.

Dengan demlklan dapat mencxptakan Pertanian yang produkt;f

berkelan_]utan dan dapat menjamin Ketahanan Pangan lokal, regmnal '

':,dan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut rnaka Pertaman |
| »scbagal salah satu urusan plhha.n yang dlselenggarakan di Daerah_

iperlu diatur penyelenggaraannya di Kabupaten Karanganyar dalam

bentuk Peraturan Daerah yang dapat dtgunakan sebagai pedoman baglb v

o “masyarakat dan penyelenggara pemermtahan d1 Daerah.

PASAL DEMI PASAL

. Pasal l ‘ R , |
o PaSal ini,menjelaskan‘ vbebe'ra'pa istilah yang dipergunakan -
dalam Peréturan Daerah ini,”dengari maksud agar terdapat
perigertia{n yarig sama sehiﬁgga kesaléh pahaman dalam (
R pengertie{n' dapat'dihindarkan. | " | '
Pasal 2 -
R Cukup jelas.
| Pasal3 , |
- V‘Cukupjeias.
~Pasal4 '
Cukup jelas.
Pasal 5 | '
"~ Cukupjelas

Cukup jelas.



_ Pasal 7 -
o avat(y

Huruf a

 Yang dimaksud Data Dasar disini adalah

- kumpulan data dasar Pertanian di Daerah yang

berisi:

a.

b
d

Huruf b

Data LP2B eksistensi legal;
Data LP2B alih f_uhgsi per tahun; =
Data LP2B rencana alih fungsi, dan

. Data lainnya yang diperlukan sebagai

informasi lahan 'Pertanian teraktual di

daerah.

, ‘Cukupjelas.

Hurufc
Huruf d

Huruf e'

Cukup jelas.

. Cukup jcias.

© Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat{3)

""Ayat (4)
- ’P|asai 8 :
R v,’,‘Cukupjelas. .

Pasal 9

- Pasal ‘10
Ayat (1)

~ Cukup jelas.

Ctikup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.”

Ayat(2)

Cukup: jelas.



3f¥;f Ayatcﬁ

Huruf a .

y Cukup Jelas
Hurufb' ' _
: KPQB adalah baglan 1nternai dan RTRW LP2B
A S dan LPQB duntegra31kan dalam RTDR |
| 'Pasal 11 | . e ‘
. Cukupjdas-fif'

Pasal 12

Ayatu)

| D1smsent1f berSIfat -] mengendahkan bukan

menghukum Dlslnsentlf dapat dlterapkan untuk"f_",‘

keglatan yang sejalan dengan rencana tata ruang :i':'

o » tetapl mgln dlkendallkan
| Aym42) - ﬁ.' g -
: Pcnerapan stmsentxf dllakukan bag1 permhk/ plhakv' '

1 Ia1n yang akan melakukan perahhan fungs1 atau sudah NS |

- f}.z:._melakukan perahhan tetapl belum mermhk1 izin ahh e

Lo ”"'~',f*ungsI SRR
,..}:-5Ayat(3) et
e Cukup Jelas o
o Ayar@)
o Y. ‘ Cukup _]elasf“fv ;‘
G ngyat (5) | : L Lo
R . CukUdea&ffofff“' B
Pasal 13 o : -

: | Cukupjelas.

: “:‘::»'“v»v::PaSal 14 » B B

*-~ - CURUPJdasﬁjf;!ﬁﬁ;f
";-55:.‘.:.:Pasal 15 AR
...   L Cukupjdaﬁf" 
N,‘i’_"'.;:vPasal 16 v .

T CUkup Jelas;.: v‘ e \l
e Pasal 17 S |
SR Ayat()'-f:ff P
| Cukup Jelas. e



Ayat 2
 Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b ‘
Zona agroklimat adalah. pembaglan daerah iklim
dengan pengaruhnya terhadap Pertanian / zona
yang menunjukan ‘kondisi iklim 'berdasafkan
banyaknya bulan basah berurutan dan bulan
kering berurutan
Hurufc
- Cukup jeias.
Hurufd
- Cukupjelas.
Hurufe
| Cukup jelas.
‘Huruf f -
P Cukupjeias. :
Ayat(3)
Cukup jelas.
Pasal 18 '
Cukup Jelas
Pasal 19
| Ayat (1) |
Pencetakan Sawah Baru adalah bentuk ~perluasan
‘lahan Pertanian  yang berbentuk  perubahan
penggunaan sumber daya Iahan darl bukan lahan
Pertanian menjadi lahan Pertaman Contoh lahan.:
tidur yang d1rn111k1 petam
Ayat (2) -
v Cukup Jelas
' Pasal 20 | |
: Cukup jelas.
" Pasal 21 - |
~ Cukupjelas.
" Pa§a1 22 -
~ Cukupjelas.

e ————ma



PENRS———

Pasal 24

"‘ Pasal 30

Pasal 32

" Pasal 33

Pasal 23

B Cukup Jelas.

Cukup jelés.

- Pasal 25

Cukup jelas.

: Pasal 26

Cukup Jelas.

» ?pasa127 |

Cukup Jelas.

"'Pasal 28

Cukup Jelasf
Pasal 29
| Cukup jelas.

: - Cukup jelas.“
Pasal 31
Cukup Jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

- ) Pésal 34

Ayat (1)
| .Y-Mekanisa'si 'Pertanian merupakan pengenalan ilmu
teknik‘ dan penggunaan setiap alat bantu (vang
bersifat mekanis) dalam melakukan proses aktivitas -
 Pertanian itu sendiri (mulai dari mengolah tanah,
menanam bibit, memUpuk;dan lain-lain). | |
Ayat (2) o
Cukup jelas.
Ayat (3)
- Hurufa . ,
Yang Vdimaksudb” 'déng’én “Lancar”  adalah
-wilayah dlmana mekanisasi telah mengalanu

kemajuan yang memuaskan.



Huruf b

Yang dxmaksud dengan “Slap” adalah wxlayah
dimana mekanisasi telah mengalaml kernajuan ,

tetap1 masxh memerlukan penyuluhan

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Setengah Siap” adalah

' ~w11ayah dlmana program mekamsam kurang

| Huruf d

',Yang dlmaksud dengan “Terbatas” adalah

| Ayat (4)

menguntungkan dan hanya mungkin
dilaksanakan dengan SUbSldl pemerintah v

bantuan krcdlt dan penyuluhan yang mtensﬂ'

wilayah dimana rnekams_a'si‘, tidak dapat

d_itefapkan karéna masalah teknis dan

lingkungan yang tidak mendukung.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Teknologi Sederhana

. adalah Penggunaan alat mesm Pertanian yang

bersifat- sederhana  dalam  pembuatan,

penggunaan dan perawatannya oleh petam

I-Iuruf b

Yang dimaksud dengari “Teknologl Madya”

~adalah Penggunaan alat mesin Pertaman yang

bersifat . lebih  maju ‘dalam pembiiatan;

penggunaan dan pérawatannya.

Hurufc -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jeias.

Pasal 37 -

Cukup Jelas.

Yang dlmaksud dengan “Teknol'ogi',‘ Maju”

: adalah Penggunaan alat mesin Pertanian yang
bersifat Ieblh modern dalam pernbuatannya,j

‘ penggunaan dan perawatannya



‘Pasal“38
» ~ Cukup jelas.
' Pasal 39 |

 Pasal 40
' Pasal 41

- Pasal 42 »
» | v Cukup jélas.
' Pasal43
| Cukup jelas.

Pasal 44 |
. _ Cukup jelas.
 Pasal45 |

Pasal 46

. Pasal 47
' Cukupjelas.
' Pasal48

 v g Cukupjda&
Pasal49 -
 Cukupjelas.
| PasalSO |
B "’Cukupjda&
- Pasal 51 |
| . ‘Cukupjdas
| ;‘Pasa152 ,

| ‘ Cukupjaa&
. Pasal 53 |

| ~ Cukup jelas. . |
- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
~ NOMOR 121 |

Cukup jelas. |
~ Cukup jelas. |

 Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas. o

KABUPATEN KARANGANYAR



